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lji: Audit Defisit Anggaran
PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat
Sutarmidji meminta dilakukan audit berkaitan
. dengandefisitanggaranpadakeuangandiprovinsi
itu. “Bagi saya defisit itu ril dan bukan potensi.
‘Semua harus tahu dan paham bahwa pengelo-
laan keuangan negara itu harus transparan dan
akuntabel,” kata Sutarmidji, kemarin.
PadaJuli2018, PemprovKalbarmenerbitkan
suratbernomor 903/2115/TAPD terkait pen-
gurangan pagu angggaran belanja langsung
.SKPD tahun anggaran 2018. Surat itu ditan-
datanganiPenjabatGubernurKalimantanBarat
DodiRiyadmadji. Dalamsuratyangterteratang-
gal 18 Juli 2018, Kalimantan Barat mengalami
defisit sebesar Rp691.862.131.450,51. Ada lima
upaya yang dilakukan namun belum juga bisa
menutupidefisit. Defisititumasih tercatatsebesar
Rp472.160.991.714,21. Upaya lain yang dilakukan
yakni dengan memotong pagu anggaran belanja
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Berkaitan dengan de-
fisit, yang meyakinkan
Sutarmidji memastikan
untuk menolak menan-
datangani APBD Peruba-
han 2018, yang sesuai
jadwalnya pada Rabu ini.
Iamenemukan perubahan
anggaranyangtidak sesuai
dengan aturan-aturan da-
lam perubahan anggaran
tersebut.

“Hari Rabu ada jadwal
pengesahan APBD peruba-

han, saya pastikan tidak

Saya tidak ingin selama
dalam pemerintahan saya
yang dimulai pada 5 Sep-
tember kemarin, ada tata
kelolakeuangan yangtidak
dilakukan dantidak sesuai
dengan aturan yang ber-
laku,” katanya.

Sutarmidji juga me-
nyoroti dana kurang salur
bagi hasil pajak kepada
kabupaten/kota tahun
anggaran 2017. Ini meru-
pakan salah satu item
yang menyebabkan defisit
anggaran. :

“Nilai Rp262 miliar itu

langsung setiap SKPD sebesar 30 persen,

@ Ke Halaman 15 kolom 1

lanja langsung daerah.
Berapa besar bisa men-
dongkrak pembangunan
untuk masyarakat. Itulah
adalah hak daerah yang
tertunda hingga 2019,”
ungkap Sutarmidji.
Sutarmidji kembali me-
negaskan agar audit di-
lakukan karena meyakini
tata kelola dalam peren-

canaan yang tidak baik

sehingga menyebabkan
belanja lebih besar dari
pendapatan.

Wali Kota Pontianak dua
periode itu mengingatkan

tahan provinsi, apapun
kendala yang dihadapida-
lam kelola keuangan suatu
kebijakan, jangan terjebak
dalam bersekongkol men-
gatur keuangan kepada
siapapun baik dalam kon-

_disi apapunyang dihadapi

nantinya. .

“Ketika kami usai di-
lantik mendapatkan ara-
han dari KPK dalam kelola
keuangan. Tahun ini KPK
mengungkap kasus korupsi
sebanyak 70 kasus korupsi
di daerah dan saya tidak
mau kasus korupsi ada di

bersediamenandatangani.

sangat besar untuk be- selutuh ASN di pemerin-  Kalbar terangnya. (mse)
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